BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS DAN TATA CARA PENETAPAN BESARAN DANA DESA
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor: 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara
Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan
Evaluasi Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Banyuwangi tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Bupati
Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2015 tentangPedoman Teknis
Dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana DesaYang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja NegaraBagi Setiap
Desa Di Kabupaten Banyuwangi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor S5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
PemeriksaanPengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia
Nomor 4400);



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan
KeuanganAntara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
PeraturanPerundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
PedomanPembinaan dan  Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangandan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik IndonesiaTahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan UangNegara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik IndonesiaNomor 4738);



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 5558)sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan PemerintahNomor 22 Tahun 2015;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah duakali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015
tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan,
Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun
2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Banyuwangi;

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 25 Tahun
2015.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN TEKNIS DAN TATA CARA PENETAPAN
BESARAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA BAGI SETIAP DESA DI
KABUPATEN BANYUWANGTI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2015
tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi setiap Desa di
Kabupaten Banyuwangisebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Banyuwangi Nomor 25 Tahun 2015 diubah pada:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Berdasarkan rincian Dana Desa yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten,
Bupati menetapkan besaran Dana Desa setiap desa setiap tahun anggaran.

(2) Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dialokasikan berdasarkan:

a. Alokasi Dasar; dan

b. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa,
angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis
setiap desa.

(3) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar setiap Kabupaten yang
ditetapkan dalam APBN dengan jumlah Desa dalam wilayah Kabupaten.

(4) Jumlah Desa dalam wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
adalah jumlah Desa yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6, disisipkan 2 (dua) pasal baru, yakni Pasal 5A dan
Pasal 5B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

(1) Rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan alokasi yang dihitung dengan
memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan
tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (2) huruf b menggunakan bobot sebagai berikut:

a. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk;

b. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan;



c. 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah; dan

b. 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.

(2) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk
miskin desa dan IKG Desa.

(3) Penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

W = {(0,25 *Zl) + (0,35 * Z2) + (0, 10 * Z3) + (0,30 * Z4)} *(DDKab - ADKab)

Keterangan:

W

Z1

Z2

Z3

Z4
DDKab
ADKab

Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah
penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat
kesulitan geografis Desa setiap kabupaten.

Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk
Desa kabupaten.

Rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total
penduduk miskin Desa kabupaten.

Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa
kabupaten.

Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten.
Pagu Dana Desa kabupaten

Besaran Alokasi Dasar untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa
dalam kabupaten.

Pasal 5B

(1) IKG Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A ayat (2) disusun dan
ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang
dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang

statistik.

(2) IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh beberapa
faktor, meliputi:

a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;

b. kondisi infrastruktur; dan

c. aksesibilitas/transportasi.

(3) Penyusunan IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada
pedoman penyusunan IKG Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Dana Desa yang
ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan
menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih
banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.



(2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

(3) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk
dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

(4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan pada saat
evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa.

(5) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati
atau pejabat lain yang ditunjuk memastikan pengalokasian Dana Desa untuk
kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

(6) Pengalokasian penggunaan Dana Desa wajib berpedoman pada RPJM Desa
dan RKP Desa yang diarahkan sesuai dengan skala prioritas pembangunan
daerah;

. Ketentuan Pasal 8diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dilakukan secara
bertahap pada tahun angaran berjalan dengan ketentuan:

a. Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus);
c. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).

(2) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lambat pada minggu kedua bulan yang bersangkutan.

. Ketentuan Pasal 12diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Kepala Desa berkewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi
penggunaan Dana Desa kepada Bupati setiap semester;

(2) Penyampaian laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan ketentuan:

a. Semester [ paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran
berjalan ; dan

b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran
berikutnya.

(3) Bentuk Pelaporan dan Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 12 Pebruari 2016

Pj. BUPATI BANYUWANGI,
Ttd.
ZARKASI

Diundangkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 12 Pebruari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

Ttd.

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP 19561008 198409 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2016 NOMOR 7



A. CONTOH FORMAT REKAPITULASI LAPORAN KECAMATAN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR
TANGGAL

: 7 Tahun 2016
: 12 Pebruari 2016

LAPORAN REALISASI PENYALURAN DAN KONSOLIDASI PENGGUNAAN DANA DESA

KECAMATAN ....ccovveninenenes KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2016
NOMOR DAN
KODE TANGGAL JUMLAH JUMLAH SALDO
REKENING URAIAN BUKTI PENERIMAAN | PENGELUARAN | Rp. KET.
PENYALURAN (DEBET) Rp. (KREDIT) Rp (4-5
(SP2D)
1 2 3 4 5 6 7
A PENDAPATAN
A.l Pendapatan Transfer
A.2 Dana Desa
-TAHAP PERTAMA
-TAHAP KEDUA
-TAHAP KE TIGA
B.1 -BELANJA BANTUAN KE DESA
B.1.1 BidangPenyelenggaraanPemerintahan
B.1.1.1 Kegiatan
B.1.1.2 Kegiatan

B.1.1.3

dst




2

B.1.2 BidangPelaksanaan Pembangunan
Desa

B.1.2.1 Kegiatan

B.1.2.2 Kegiatan

B.1.2.3 dst

B.1.3 BidangPemberdayaanMasyarakat

B.1.3.1 Kegiatan

B.1.3.2 Kegiatan

B.1.3.3 dst

B.1.4 BidangPembinaanMasyarakat

B.1.4.1 Kegiatan

B.1.4.2 Kegiatan

B.1.4.3 dst
JUMLAH

Disetujuioleh,
CAMAT




B. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI DESA

LAPORAN REALISASI PENGUNAAN DANA DESA
SEMESTER .......... TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAHAN DESA ..........
KECAMATAN ..........

KABUPATEN BANYUWANGI

PAGU DANA KAB.Rp.

NOMOR DAN
KODE TANGGAL JUMLAH JUMLAH SALDO
REKENING URAIAN BUKTI PENERIMAAN | PENGELUARAN Rp. KET.
PENYALURAN (DEBET) Rp. (KREDIT) Rp (4-5
(SP2D)
1 2 3 4 5 6 7
1 PENDAPATAN
A.l Pendapatan Transfer
A.2 Dana Desa
-TAHAP PERTAMA
-TAHAP KEDUA
-TAHAP KE TIGA
2 -BELANJA BANTUAN KE DESA
2.1. BidangPenyelenggaraanPemerintahan
2.1.1 Kegiatan
2.1.2 Kegiatan
2.1.3 dst




BENDAHARA DESA

1 2 4 5 6 | 7

2.2. BidangPelaksanaan Pembangunan

Desa
2.1.1 Kegiatan
2.1.2 Kegiatan
2.1.3 dst
2.3. BidangPemberdayaanMasyarakat
2.1.1 Kegiatan
2.1.2 Kegiatan
2.1.3 dst
2.3. BidangPemberdayaanMasyarakat
2.1.1 Kegiatan
2.1.2 Kegiatan
2.1.3 dst

JUMLAH

Disetujuioleh,

KEPALA DESA

Pj. BUPATI BANYUWANGI,
Ttd.
ZARKASI




